


Permendesa PDTT 21/2020 merupakan pengganti dari
Permendesa PDTT 17 Tahun 2019

99 Pasal, 7 lampiran, formulir-formulir tentang RPJMDes
hingga Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengatur mengenai:

a. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Pembangunan Desa;
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
d. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

KEDUDUKAN

ISI



meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa

melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pasal 131

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan
masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

(2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat
menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai
dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

LATAR BELAKANG



DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;



ISI PERMENDESA PDTT 21/2020
BAB I

KETENTUAN UMUM
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan
data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi
informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis
Pembangunan Desa.



BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SDGs Desa
1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Tujuan SDGs Desa berdasarkan kondisi objektif
Desa Pencapaian tujuan SDGs Desa paling
lama bulan Desember tahun 2030

Sistem Informasi Desa
A. arah kebijakan

Perencanaan
Pembangunan Desa; dan

B. program dan/atau
kegiatan prioritas
Pembangunan Desa
untuk pencapaian tujuan
SDGs Desa.

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana
diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs
Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

































BAB III
PEMBANGUNAN DESA

a. Pendataan Desa;
b. Perencanaan Pembangunan Desa;
c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Pendataan Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Pendataan Desa tahap awal; dan
b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa.

Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan
dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan
Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
Pendataan Desa difasilitasi oleh:
a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. tenaga pendamping profesional;
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
d. Pihak Ketiga.

PENDATAAN DESA



Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Penetapan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur
masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa difasilitasi oleh:
a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. tenaga pendamping profesional;
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
d. Pihak Ketiga.



Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa;

dan
f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan

forum pertemuan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa, terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur

masyarakat Desa lainnya.

Tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
Komposisi tim penyusun RPJM Desa terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

RPJM DESA



Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
c. pencermatan ulang RPJM Desa;
d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

RKP DESA

Tim penyusun RKP Desa terdiri dari:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan

keahlian;
c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat

Desa lainnya.

Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
Komposisi Tim penyusun RKP Desa terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus)
perempuan.
Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa



Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan secara swakelola dengan cara:
a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
c. padat karya tunai Desa.

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. persiapan pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Desa; dan
b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Padat karya tunai Desa dikelola dengan ketentuan:
a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan

kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat
marginal lainnya;

b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya
tunai Desa; dan

c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.



a. padat karya ekonomi produktif
b. padat karya infrastruktur produktif.

JENIS-JENIS PKT DESA

Padat karya ekonomi produktif merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga
kerja dalam jumlah besar meliputi:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
b. restoran dan wisata Desa;
c. perdagangan logistik pangan;
d. perikanan;
e. peternakan;
f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
g. usaha ekonomi produktif lainnya.



Pelaksanaan Kegiatan

a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan
hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa

b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan
karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan
penilaian dan pemeriksaan meliputi:
a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional
sesuai bidangnya.

Tenaga pendamping profesional melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada
kepala Desa.



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan, kepala Desa
menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa BPD menyusun
berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta
Musyawarah Desa.



BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilakukan oleh:
a.Desa;
b.pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah; dan
c. pihak lain.



Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:
a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan

Desa;
b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
d. penguatan budaya Desa adaptif.
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa
dalam Pembangunan Desa
Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui:
a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
b. penyuluhan; dan
c. Pendampingan Desa.

Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa
Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa. Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa
dilaksanakan melalui:
a. pengembangan paralegal;
b. bantuan hukum;
c. advokasi kebijakan;
d. pengembangan akuntabilitas sosial;
e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
f. pengembangan jurnalisme warga.



Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Penguatan kelembagaan Desa dinamis difokuskan pada upaya pencapaian
SDGs Desa. Penguatan kelembagaan Desa dinamis dilaksanakan melalui:
a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
b. kaderisasi masyarakat Desa;
c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga,

dan jaringan sosial.

Penguatan Budaya Desa Adaptif
Penguatan budaya Desa adaptif difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penguatan
budaya Desa adaptif dilakukan melalui:
a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
c. swakelola Pembangunan Desa;
d. pemajuan kebudayaan Desa;
e. pemberdayaan masyarakat adat;
f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN,

DAN PEMBINAAN
Pemantauan dilakukan dengan cara:
a. pemantauan partisipatif; dan
b. pemantauan teknokratis.
Evaluasi dilakukan dengan cara:
a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengawasan dilakukan dengan cara:
a. pengawasan partisipatif; dan
b. pengawasan teknokratis.

Pembinaan meliputi:
a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;
b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri

dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan
masyarakat Desa.



LAMPIRAN I



LAMPIRAN II



LAMPIRAN III



LAMPIRAN IV



LAMPIRAN V



LAMPIRAN VI












































